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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN TANAH ASET KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif
dan efisien membutuhkan adanya daya dukungan anggaran
serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
yang dikelola dengan baik secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan;

. bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan

sebagai upaya strategis untuk mendayagunakan aset-aset
milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk
menunjang kinerja pelayanan publik, meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan taraf kesejahteraan
perekonomian masyarakat serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di daerah;

bahwa pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu untuk
menertibkan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah
aset desa yang berubah menjadi kelurahan;

. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Aset Tanah Kelurahan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27.30);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);






